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PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (STUDI KASUS PT SWARNA
DWIPA SUMSEL GEMILANG)

Oleh: M Adhipramana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perubahan badan
hukum PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
serta menganalisis implikasi perubahan status pada PT. Swama Dwipa Sumsel
Gemilang terhadap pertanggung jawaban pengurus dan pemiliknya. Manfaat dari
penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta
memberikan  kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam
pengembangan hukum perseroan. Teori Badan Hukum dan Good Corporate
Governance (GCG) digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini. Metode
penelitian proposal skripsi ini menggunakan penelitian normatif-empiris yang
merupakan suatu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi
ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in
action (faktual). Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 1. Apakah
perubahan badan hukum PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah, 2. Apakah dampak dari perubahan status pada PT. Swarna
Dwipa Sumsel Gemilang terhadap pertanggung jawaban pengurus dan
pemiliknya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa PT Swarna Dwipa telah
di ubah bentuk badan hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan
Perseroan Daerah (Perseroda) dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Kata Kunci: Perubahan Badan Hukum, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroda
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BABI1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) baru didefinisikan secara jelas, yaitu dalam BAB XII tentang BUMD
yang terdiri dari 13 Pasal. Terhadap perusahaan-perusahaan milik daerah yang
sudah mulai beroperasi sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib untuk
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu
paling lama tiga tahun terhitung sejak Undang-Undang berlaku.'

Sebelumnya, BUMD sebagai perusahaan milik daerah diatur dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sehingga
seluruh perusahaan milik pemerintah daerah disebut Perusahaan Daerah. Namun,
dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1962 tersebut menjadi tidak lagi berlaku,> hanya saja peraturan
pelaksananya selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku.? Selain itu, perkembangan situasi
politik pasca peralihan kepemimpinan soekarno ke era soeharto mengubah sedikit

banyaknya mengubah perkembangan perusahaan daerah. Pada masa

! Republik Indonesia., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, tentang Pemerintah
Daerah., Pasal 402 ayat (2), Tahun 2014, LN.2014/No. 244, TLN No. 5587

2 Ibid., Pasal 409 huruf a

3 Ibid., Pasal 405



kepemimpinan Soekarno, pembangunan ekonomi nasional (Badan Usaha
Milik Negara) mengikuti prinsip-prinsip terpimpin dengan mengutamakan
kepentingan rakyat, menciptakan kedamaian dalam roda industri dan lingkungan
kerja yang baik, serta menuju masyarakat yang adil makmur, material dan juga
spiritual .*

Perkembangan BUMD sepanjang sejarah tidak banyak mengalami
perubahan, baik dari segi struktur jenis maupun karakteristiknya. BUMD menurut
ketentuan Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memisahkan BUMD
menjadi dua jenis yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan
Perseroan Daerah (Perseroda). Karakteristik BUMD pada saat ini secara substansi
tidak banyak berbeda dengan karakteristik BUMD yang diatur dalam ketentuan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004, dan Permendagri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Bentuk BUMD, yang
berlandaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.’

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962
menyatakan bahwa perusahaan daerah diatur oleh direksi yang jumlah anggota
dan susunannya ditetapkan oleh Perda pendiriannya. Ketentuan pasal tersebut

menggambarkan  bahwa  penyelenggaraan BUMD  disamakan dengan

4 Yudho Taruno Muryanto., Tata Kelola BUMD Konsep Kebijakan Dan Penerepan Good
Corporate Governance., Malang: Intrans Publishing, 2017, hlm 13.
> Ibid., hlm. 15.



penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dominasi dan pengaruh pemerintah
daerah diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan BUMD.

Berdasarkan bentuk kepemilikan modalnya, BUMD dibedakan menjadi tiga
bentuk: Pertama, Perusahaan Daerah yang modalnya hanya dimiliki oleh satu
daerah. Kedua, Perusahaan Daerah yang modalnya dimiliki oleh beberapa daerah,
dan Ketiga, Perusahaan Daerah yang modalnya dimiliki oleh daerah dan swasta.
Keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyempitkan bentuk
BUMD menjadi dua bentuk, yaitu Perumda dan Perseroda.®

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan
Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan Perusahaan
Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam saham paling sedikit 51%
dimiliki oleh daerah. BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah diatur oleh
Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, sedangkan BUMD yang berbentuk
Perusahaan Perseroan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas. Secara kepemilikan saham, saham dari BUMD yang
berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah,
Perusahaan Daerah, swasta, dan masyarakat, tetapi kepemilikan saham
Perusahaan Daerah harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu hal yang mempengaruhi pengelolaan pada BUMD adalah bentuk
hukumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ada dua

bentuk badan hukum BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan

6 Ibid., him.17.



Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).” Bentuk hukum Perumda berorientasi
pada pelayanan umum serta mencari keuntungan, sedangkan bentuk hukum
Perseroda berorientasi pada mencari keuntungan atau komersial. Agar tujuan
tersebut tercapai, Perumda dan Perseroda harus dikelola dengan baik sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, selain itu juga harus
didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya dan
modal yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan posisi Kepala Daerah
antara BUMD yang berbentuk Perumda dan Perseroda, jika di dalam Perumda
Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal, sedangkan di dalam
Perseroda Kepala Daerah berkedudukan sebagai Pemegang Saham. Kebijakan
pemilihan bentuk badan hukum antara Perumda dan Perseroda dapat didasarkan
pada pertimbangan bahwa pembentukan perumda diprioritaskan dalam rangka
menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,
karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan.

Sebagian besar BUMD tidak dikelola secara profesional karena status
BUMD itu sendiri. Terlalu banyaknya campur tangan dari Kepala Daerah dan
DPRD mengakibatkan sebagian SDM yang bekerja dan mengelola BUMD
menjadi tidak profesional. Pegawai BUMD sebagian besar berasal dari birokrasi

pemerintah daerah. Keberadaan BUMD menurut ketentuan undang-undang harus

7 Republik Indonesia., Peraturan Pemerintah Nomor 54., tentang Badan Usaha Milik
Daerah., Pasal 4 ayat (3), tahun 2017, LN.2017/No. 305, TLN No. 6173.



memberikan manfaat pada pembangunan ekonomi daerah, kepentingan bersama
dan mengejar keuntungan. Namun, ekonomi modern saat ini lebih didasarkan
pada kepentingan pasar. Artinya, BUMD tidak hanya bertujuan untuk memenuhi
misi sosial atau memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat, tetapi juga
untuk menghasilkan keuntungan yang nantinya digunakan untuk menghasilkan
pendapatan daerah melalui PAD.®

Seperti Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berupaya
mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang berasal dari kontribusi laba BUMD.
Salah satunya dari PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang, yang dalam sejarah
perkembangan pembentukan bermula dikenal dengan “Guest House De Buys”
milik Stanvac atau yang sekarang telah berubah menjadi PT Swarna Dwipa
Sumsel Gemilang telah berdiri sejak sebelum Tahun 1960, dan pada tanggal 1
Oktober 1960 gedung tersebut dibeli oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan, tujuan dari pembelian gedung ini sebagai salah satu usaha untuk
mendapatkan sumber dana bagi Pemerintah Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan.

PD. Hotel Swarna Dwipa didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2015. Periode Tahun 1978-1993 pengelolaan/manajemen PD Perhotelan Swarna
Dwipa pelaksanaannya di kontrakan kepada PT. Griya Wisata Hotel Corporation
dari Jakarta, di mana PT tersebut berpengalaman atau profesional di bidang

perhotelan, pada tanggal 29 Januari 1991 Manajemen Hotel Swarna Dwipa

8 Yudho Taruno Muryanto., Op.Cit., hlm.21.



diambil alih oleh Pemerintah Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan dari PT Griya
Wisata Hotel Corporation.’

Sejak bulan Mei Tahun 2018 Swarna Dwipa Sumsel Gemilang telah diubah
status badan hukumnya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan
Perseroan Daerah (Perseroda), perubahan status Swarna Dwipa Sumsel Gemilang
ini telah direncanakan sejak masa Gubernur Alex Noerdin yang diharapkan dapat
menambah kreatifitas dalam mengembangkan bidang usahanya, serta dapat
bersaing dengan BUMD lainnya!®. Kendati sudah berubah menjadi Perseroda,
namun Hotel Swarna Dwipa tetap menjadi salah satu instrumen penting bagi
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal memacu pembangunan daerah
dan investasi, maka dengan keberadaannya diharapkan mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi di daerah dengan produk dan kegiatan usahanya.'!

PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang sejauh ini memiliki beberapa unit
usaha, yaitu Hotel Swarna Dwipa yang berlokasi di Palembang, Graha Sumatera
Selatan yang berlokasi di Pecenongan Jakarta, Swarna Dwipa Residence yang
berlokasi di Bay Salim Sekip Palembang, Mess pertiwi yang berlokasi di Bay
Salim Sekip Palembang, Asrama Haji (pengelolaan operasional) yang berlokasi di

Jalan Harun Sohar Palembang, kawasan terpadu Embarkasi Haji Sumatera Selatan

® Tabloid Company Profile PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang., him. 2.

10 Hendri Irawan., Sindo News., Berubah Jadi PT Swarna Dwipa Terus Tingkatkan Daya
Saing., Jum’at 10 Januari 2020. https://daerah.sindonews.com/artikel/sumsel/3823/berubah-jadi-
pt-swarna-dwipa-terus-tingkatkan-daya-saing di akses pada tanggal 15 Agustus 2021 pukul 15.46
WIB.

I Berita Pagi., Hotel Swarna Dwipa Berikan Kontribusi PAD Bagi Sumsel., selasa 19
September 2017. https://beritapagi.co.id/2017/09/19/pd-perhotelan-swarnadwipa-berikan-
kontribusi-pad-bagi-sumsel.html diakses pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19.24 WIB.
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yang berlokasi di Jalan Harun Sohar Palembang, dan Villa Syailendra yang
berlokasi di Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor.!?

Mengingat karakteristik BUMD dengan sektor publik yang menyediakan
pelayanan penyedia jasa dan/atau barang bagi masyarakat umum dan disisi lain
merupakan bagian kepentingan bisnis yang bertujuan mencari laba. Dikarenakan
BUMD mengemban tugas ganda dalam hal ini PT Swarna Dwipa Sumsel
Gemilang, tentunya dualisme sifat karakteristik ini yang sering kali menjadi
belenggu bagi BUMD untuk berkembang dan maju menjadi menarik untuk
dikupas, oleh karena itu proposal skripsi ini akan membahas mengenai
“Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan

Perseroan Daerah (Studi Kasus PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dalam penelitian ini

akan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perubahan Badan Hukum PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun
2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah?

2. Apakah dampak dari perubahan status pada PT. Swarna Dwipa Sumsel

Gemilang terhadap pertanggung jawaban pengurus dan pemiliknya?

2Company Profile PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang., Op.,Cit., hlm. 4.



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai adalah,;

1. Mengetahui dan menganalisis perubahan Badan Hukum PT. Swarna
Dwipa Sumsel Gemilang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

2. Mengetahui dan menganalisis implikasi perubahan status pada PT.
Swarna Dwipa Sumsel Gemilang Terhadap pertanggung jawaban

pengurus dan pemiliknya.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan

skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan, khususnya bagi penulis maupun mahasiswa atau
masyarakat mengenai perubahan bentuk Badan Hukum PD. Hotel
Swarna Dwipa menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Swarna
Dwipa Sumsel Gemilang berdasarkan Peraturan Pemerintah RI
Nomor 54 Tahun 2017.

b. Memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam
pengembangan hukum Perseroan, khususnya pemahaman teoritis

mengenai perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah



(BUMD) setelah terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun
2017.
2. Manfaat Praktis

a. Harapannya penelitian ini dapat digunankan sebagai pedoman dan
bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum,
dan juga aparat penegakan hukum atau pemerintah sehubungan
dengan perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD).

b. Bagi Manajemen Perusahaan Milik Daerah dan Pemerintah agar hasil
penelitian ini bisa digunakan sebagai alat untuk introspeksi diri sejauh
mana mereka melaksanakan Peraturan Pelaksanaan untuk Badan

Usaha Milik Daerah.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah skripsi sebagaimana tersebut di atas, maka
ruang lingkup kajian dan pembahasan hanya terbatas pada mekanisme perubahan
Badan Hukum PT. Swarna Dwipa dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan
Perseroan Daerah dan penerapan hukum serta implikasi pertanggung jawaban
pengurus dan pemilik BUMD setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data
yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan
suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk
memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.!*> Metode penelitian

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian proposal skripsi ini menggunakan Penelitian hukum
normatif-empiris (terapan), yang merupakan suatu penelitian yang
mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif
(Perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual)
pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan
hukum pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah
ketentuan  peraturan  Perundang-undangan  telah  dilaksanakan
sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan

mencapai tujuannya atau tidak.'*

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi

13 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim., Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris., Depok: Prenadademia Group, 2016, hlm. 3.
14 Abdulkadir Muhammad., Hukum dan Penelitian Hukum., Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004, hlm 53.
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yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti
untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul yang diajukan, maka
untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan
diteliti mengambil lokasi penelitian di PT Swarna Dwipa Sumsel

Gemilang yang berlokasi di Jalan Tasik Nomor 2 Palembang

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum
adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan
historis (historical approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual
Approach), Pendekatan Analitis (4nalytical Approach).'> Adapun dalam
penelitian ini, digunakan pendekatan sebagai berikut.
a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang
menggunakan peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud
Marzuki mengatakan, pendekatan hukum dilakukan dengan mengkaji
semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah
hukum yang dihadapi. Untuk penelitian praktik, pendekatan hukum
ini membuka peluang bagi peneliti untuk mengkaji apakah ada
konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan
undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan konstitusi,

atau antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan.

15 Peter Mahmud Marzuki., Penelitian Hukum., Cet ke-12, Jakarta: Prenadamedia
Group, 2016,
hlm. 133.
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Hasil penelitian menjadi argumen untuk memecahkan masalah yang
tertunda. Untuk penelitian untuk kegiatan akademik, peneliti perlu
mengetahui Ratio Legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang
tersebut.  Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk
memudahkan pekerjaan penelitian untuk mengkaji dan memahami
persyaratan hukum untuk mengubah badan hukum perusahaan daerah
menjadi perusahaan perseroan daerah.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus adalah pendekatan untuk mempelajari
bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan
dalam praktik hukum untuk memperoleh gambaran terhadap dampak
dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum
serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam
eksplanasi hukum.'¢

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pendekatan konseptual
beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu
hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian
hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu
yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut

merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu

16Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. Op. Cit, him.17.
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argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan dan
doktrin yang ada hubungannya dengan perubahan badan hukum
perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah.

d. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)

Peter Mahmud menjelaskan pendekatan analitis terhadap bahan
hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-
istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara
konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek

putusan-putusan hukum.

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan
memahami istilah dan konsep yang terkandung dalam menentukan
kompetensi absolut peradilan pada penyelesaian perubahan badan
hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah.
Sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya
perbedaan penafsiran (interpretasi) dalam menjawab isu hukum dalam

penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian

dilapangan melalui interview atau wawancara langsung dengan
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responden.'’Dalam hal ini dilakukan interview atau wawancara
langsung dengan HRD PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang
b. Data Sekunder
sumber data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan
menganalisis bahan-bahan hukum yang ada. Bahan hukum tersebut
dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer yaitu bahan hukum
yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-
undangan. Bahan hukum primer seperti yang dikatakan oleh
Cohen & Olson yaitu semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh
negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan
parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum
agen-agen administrasi.'® Berdasarkan penelitian ini peraturan
perundang-undangan yang digunakan yaitu :

1. Undang — Undang Dasar 1945.

2. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan.

4. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah

5. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

17 Burhan Asofa., Metode Penelitian Hukum., Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 91.
18 Made Pasek Diantha., Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi
Teori Hukum., Cet ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, him 142.
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Terbatas.

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan
hukum yang terdiri dari buku-buku teks (text books) yang ditulis
para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat
para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil
simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.!®

¢. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan hukum
penunjang yang pada hakikatnya mencakupi bahan-bahan yang
memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
berupa bahan acuan hukum di bidang hukum (abstraksi peraturan
perundang-undangan, ensiklopedia hukum dan kamus hukum) dan
di luar bidang hukum (politik, ekonomi dan sosiologi).?’ Bahan
hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan hukum-hukum
primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus,

internet, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

5. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir sebuah penelitian yang disusun

19 Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. Op. Cit, hlm. 173.
20 Rachmad Baro., Penelitian Hukum Doktrinal., Makassar: Indonesia Prime, 2017, hlm
117
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sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban
atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.’!  Penarikan
kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti menggunakan
logika berfikir induktif yaitu suatu cara untuk menarik kesimpulan yang
dimulai dari permasalahan khusus yang ada, dalam hal ini ialah PT.
Swarna Dwipa dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

2! Beni Ahmad Saebani., Metode Penelitian Hukum., Bandung: Pustaka Setia, 2009 him.9
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Dwipa Menjadi Perda, jumat 27 oktober 2017.
https://dprd.sumselprov.go.id/raperda-perhotelan-swarna-dwipa-jadi-perda/.
Diakses pada 29 Maret 2022 Pukul 19.08 WIB.

Fornnews.co, Demi Muluskan Pembentukan PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang
Alex Noerdin Lakukan Hal Ini, Sabtu 28  Oktober 2017,
https://fornews.co/news/demi-muluskan-pembentukan-pt-swarna-dwipa-sumsel-
gemilang-alex-noerdin-lakukan-hal-ini/. Diakses pada 29 Maret 2022 Pukul 19.15
WIB.

Wawancara:

Disarikan dari hasil wawancara dengan Junaidi Sekretaris PT. Swarna
Dwipa Sumsel Gemilang, bertempat di ruang sekretaris, 23 Maret 2022, pukul
09.00-12.00
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